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ABSTRAK 

 
Administrasi Kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keabsahan identitas dan kepastian hukum 

atas dokumen kependudukan dari setiap peristiwa kependudukan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat 

dan sebagai salah satu bentuk perlindungan status dan hak sipil penduduk sebagai seorang warga negara. 

KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) merupakan 

sebuaah program yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Administrasi Kependudukan dengan 

pelayanan kependudukan melalui lingkup pemerintahan terdekat yaitu Kelurahan dengan pelaksanaan 

survey yang dilakukan oleh Ketua RT/RW, KSH (Kader Surabaya Hebat), Karang Taruna, dan Mahasiswa 

Magang MSIB/MBKM. Dengan adanya Program Kalimasada diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

terhadap Administrasi Kependudukan sebagai salah satu bentuk Tertib Administrasi khusunya 

Administrasi Kependudukan. 

 

Kata kunci : Pengabdian Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Kalimasada. 

 

ABSTRACT 

 

The administration of population is one of the forms of public service organized by the government 

as a form of government concern for the validity of identity and legal certainty of the document of 

occupation of any occupation event that occurs in the midst of the community and as one form of protection 

of the status and civil rights of the population as a citizen. KALIMASADA (Community Environmental 

Areas Awareness of Administration of Occupation) is a program organized by the Police Department and 

the Civil Registration of the City of Surabaya aimed at raising public awareness about the Administration 

of Occupation with the service of occupancy through the scope of the nearest government, namely 

Kelurahan with the implementation of surveys conducted by the Head of RT / RW, KSH (Kader Surabaya 

Hebat, Karang Taruna, and MSIB / MBKM Student Internship. With the presence of the Kalimasada 

Program, it is expected to raise awareness of the Administration of Occupation as one of the forms of 

Administrative Order. 
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PENDAHULUAN 

 
Administrasi Kependudukan sebagai salah satu hal yang berperan penting dalam pembangunan 

Negara di Indonesia. Administrasi Kependudukan merupakan sebuah sistem yang memuat data 

kependudukan dan informasi setiap warga negara yang bersifat paten dan tidak bisa dirubah kebenarannya 

karena telah sesuai dengan keadaan aslinya. Menurut (Siagian 2016), salah satu fungsi pemerintah adalah 

menjabarkan strategi pembangunan nasional, menjadi rencana pembangunan, baik untuk jangka panjang, 

jangka menengah maupun jangka pendek artinya bahwa pemerintah harus menciptakan iklim kondusif 

untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi berbagai kelompok masyarakat melalui aturan-aturan 

hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran 

Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan 

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-undang 2014).  

Dalam lingkungan masyarakat banyak ditemui ketimpangan-ketimpangan dalam penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. Untuk menciptakan tertib adminitrasi diperlukan kesadaran dari pemerintah 

dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib akan administrasi 

kependudukan. Dengan tertib administrasi kependudukan, segala pelayanan yang diselenggarakan akan 

dengan mudah diakses oleh masyarakat, hak-hak sebagai warga negara dapat dirasakan, dan tentunya 

mobilitas masyarakat dapat dimonitoring dengan baik oleh pemerintah. Program Kalimasada sebagai salah 

satu upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk meningkatkan 

kesadaran warga Kota Surabaya terhadap Administrasi Kependudukan. Program ini dilaksakan di tiap 

Kelurahan Kota Surabaya dengan Ketua RT/RW, KSH, Karang Taruna, dan Mahasiswa Magang 

MSIB/MBKM sebagai petugas pelayanan yang turun langsung ke lapangan untuk membantu 

mengsosialisasikan dan melaksanakan program ini. Dengan pendampingan pada pelaksanaan program 

kalimasada ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pengurus desa dan kepada masyarakat 

akan pentingnya administrasi kependudukan. 

Kalimasada sebagai sebuah program yang bertujan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

Kota Surabaya khususnya yang berada di wilayah Kelurahan Dupak terhadap Administrasi Kependudukan. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kerja sama antara warga Kelurahan Dupak dan pemerintah 

di lingkungan Kelurahan. Kegiatan sosialisasi adminstrasi kependudukan yang bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan pemahaman yang jelas terhadap administrasi kependudukan bisa menjadi 

salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pemahaman yang diberikan melalui 

sosialisasi diharapkan warga dapat memahami betapa pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan 

yang dapat dimulai dari kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian bagi keluarga yang telah meninggal, 

Akta Nikah, Kartu Keluarga, KTP, dan KIA (Kartu Identitas Anak). 

Administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan dalam penyusunan dan pengendalian 

dokumen kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan 

kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan akan sangat membantu peran pemerintah untuk 

memperoleh data kependudukan yang akurat serta diharapkan dapat meratakan pelayanan publik di 

Indonesia dan menyelesaikan permasalahan kependudukan dengan tepat. Pengelolaan data penduduk 

merupakan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari 

tingkat kelurahan selaku penyelenggara pemerintahan dengan lingkup yang paling dekat dengan 

masyarakat. Oleh karena itu, sebagai lingkup pelaksanaan administrasi kependudukan yang paling dekat 

dengan masyarakat, kelurahan harus menyampaikan setiap program yang ada kepada masyarakat dan 

memberikan edukasi terhadap program tersebut sehingga kependuduan warga setempat dapat terdaftar 

secara sah dimata hukum dan administrasi serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan. 
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METODE PELAKSANAAN 

Pelaksanaan Program Kalimasada di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya 

dimulai dengan tahap sosialisasi kepada 1 RT di Kelurahan Dupak kemudian dilanjutkan dengan 

pelaksanaan survey ke alamat warga yang diduga belum memiliki dokumen kependudukan dengan 

ditemani oleh Ketua RT, KSH, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan, Penyelia Kelurahan 

dan Mahasiswa Magang MSIB. Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Dupak menggunakan metode 

: 

1. Persiapan 

Pada metode persiapan ini diawali dengan Mahasiswa Magang MSIB didampingi oleh Kasi 

Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Penyelia Kelurahan untuk melakukan sosialisasi program 

Kalimasada kepada salah satu RT di Kelurahan Dupak. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada ketua RT mengenai Program Kalimasada dan nama-nama warga pada RT 

tersebut yang dokumen kependudukannya belum dilengkapi. Dengan sosialisasi ini diharapkan untuk 

kedepannya Ketua RT dapat melanjutkan program Kalimasada secara mandiri atau dibantu dengan KSH. 

Pada tahap sosialisasi ini Ketua RT juga dibekali daftar nama-nama warga yang dalam website Kalimasada 

diduga dokumen kependudukannya belum lengkap. 

2. Pelaksanaan 

Pada metode pelaksanaan ini dilakukan sehari setelah metode persiapan atau sosialisasi. Pada hari 

pelaksanaan survey Mahasiswa Magang MSIB ditemani dengan Penyelia Kelurahan, Ketua RT 01, dan 

KSH RT 01 untuk melaksanakan survey langsung kerumah warga yang namanya terdaaftar sebagai warga 

yang diduga dokumen kependudukannya belum lengkap. Dengan didampingi Ketua RT, pelaksanaan 

survey Kalimasada berjalan dengan baik karena Ketua RT sangat menghafal identitas dan alamat tiap 

warganya, dan survey bisa dilaksanakan selama 1 minggu dengan hasil permohonan dokumen 

kependudukan warga yang diduga belum lengkap sebelumnya yang akan dibahas pada bab Hasil dan 

Pembahasan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari tahap persiapan dan pelaksanaan program Kalimasada di RT 01 Kelurahan Dupak Kecamatan 

Krembangan dapat memberikan manfaat positif dibuktikan dengan beberapa permohonan pembuatan 

dokumen kependudukan oleh warga RT 01 sebagai berikut : 

  

Tabel 1.  Kegiatan Kalimasada 

No Hari/Tanggal Kegiatan Bukti Kegiatan 

1 Jumat, 16 Juni 2023 Sosialisasi 

Kalimasada 

 

2 Senin, 19 Juni 2023 Pelaksanaan 

Survey 

Kalimasada 

 

 

 

3 Selasa, 20 Juni 2023 Pelaksanaan 

Survey 

Kalimasada 

hari ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Peningkatan Kesadaran Administrasi Kependudukan Masyarakat Dengan Pelaksanaan Kalimasada di Kelurahan 

Dupak 

5 

 

 

4 Rabu, 21 Juni 2023 Pelaksanaan 

Survey 

Kalimasada 

hari ke-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Kamis, 22 Juni 2023 Pelaksanaan 

Survey 

Kalimasada 

hari ke-4 

 

 

6 Jumat, 23 Juni 2023 Pelaksanaan 

Survey 

Kalimasada 

hari ke-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Senin, 26 Juni 2023 Pengajuan KIA 

hasil Survey 

Kalimasada 

(belum 

memiliki KIA) 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program 

kalimasada di tiap Kelurahan di Kota Surabaya sebagai upaya Peningkatan Kesadaran Administrasi 

Kependudukan yang dirancang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dapat 

memberikan hasil yang positif. Dengan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintahan di lingkup Kelurahan 

dibantu dengan Ketua RT sebagai pelaksana Survey Kalimasada yang didampingi KSH, Karang Taruna, 

dan Mahasiswa Magang MSIB dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Dupak terhadap 

kepemilikan Dokumen Kependudukan sebagai salah satu bentuk pelayanan dan kepedulian akan tertib 

administrasi sebagai penunjang pembangunan dan pemerataan pelayanan. Selain itu dengan sadar 

administrasi kependudukan akan membantu pencatatan identitas setiap warga negara agar dapat 

dimonitoring mobilisasinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Capaian Kalimasada Kelurahan Dupak 

Gambar 2 Penyerahan Data KALIMASADA 
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Gambar 3 Foto bersama Penyelia  Kelurahan, Ketua RT , dan KSH 


